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Perubahan sosial di masyarakat membuat banyaknya perilaku kenakalan dan
penyimpangan terhadap norma-norma yang dilakukan anak, Menyebabkan negara
harus membuat perlindungan kepada hak - hak anak yang berhadapan dengan
hukum tersebut. Terdapat kasus kecelakaan berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 863 K/Pdt/2013 dimana Tergugat merupakan ayah kandung dari
anak yang menjadi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengadilan telah
menyatakan anak Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihukum pidana
penjara selama 1 (satu) tahun. Akibat perbuatan tersebut, korban sebagai Penggugat
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUH perdata,
perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang
menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya, mengganti
kerugian tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengatakan bahwa orang yang belum
dianggap dewasa maka ganti kerugian bisa dibebankan pada orang tua/wali dari
orang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata.
Hakim dalam pertimbangannya, memberikan pandangan meskipun anak telah
berumur 19 tahun, dan menurut hukum telah memperoleh Surat Izin Mengemudi
(oleh karenanya dianggap cakap mengemudikan kendaraan bermotor). Namun,
batasan umur untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi tidak berarti menjadi
batasan umur untuk menilai kecakapan berbuat dalam hukum. Pandangan Hakim
tersebut dapat dikatakan kontradiktif karena tidak cakap hukum menurut Pasal 1330
angka 1 dan 2 KUH Perdata yaitu orang- orang yang belum dewasa dan mereka
yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan, batasan usia anak untuk cakap
hukum beragam diatur dalam perundang - undangan di Indonesia. Selain itu, kasus
putusan tersebut juga memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan besaran
ganti kerugian untuk Penggugat. Dimana dalam tingkat pertama, Hakim
membebankan Tergugat dengan membayar kerugian materiil dan menolak gugatan
ganti kerugian immateriil dengan alasan bahwa ganti kerugian immateriil dari
Penggugat tidaklah cukup bukti dan tidak bisa diukur. Dalam tingkat kasasi,
Mahkamah Agung berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa amar putusan
Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri harus diperbaiki dengan menghukum pula Tergugat membayar segala
kerugian immaterial yang dialami Penggugat berkenaan dengan cacat permanen
yang dialami oleh Penggugat.



Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti
keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan
berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory) dan studi putusan,
yang dimana mendasarkan hal tersebut dengan melihat pertimbangan hakim
berkaitan dengan putusan MA No. 863 K/Pdt/2013 dalam menentukan batasan
umur dewasa anak dengan sebagian besar hukum positif di Indonesia serta besaran
ganti kerugian yang diberikan pada Tergugat. Dengan memakai sifat penelitian
preskriptif, ~dan  menggunakan  pendekatan  undang-undang (statute
approach), konseptual (Conceptual approach). Yang sumber bahan hukumnya
terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik
pengumpulan teknik studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam beberapa kasus tidak semua perbuatan yang harus bertanggung
jawab/bertanggung gugat pada perbuatan melawan hukum adalah si pelaku
itu sendiri. Seseorang juga harus diberikan tanggung jawab serta tanggung
gugat atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh perbuatan
orang lain. Hal tersebut dikenal dengan tanggung jawab kualitatif atau
tanggung gugat khusus/tanggung gugat risiko yang dikenal dengan
tanggung jawab pengganti (vicarious liability). Apabila melihat pada kasus
Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013, walaupun hal yang dilakukan anak
tidak berdasar pada kelalaian pengawasan orang tua karena anak dianggap
cakap untuk mengendarai sepeda motor dengan dibuktikan adanya SIM
yang dimiliki anak pada saat kejadian. Akan tetapi, dalam kasus ini orang
tua dari anak tetap bertanggung jawab karena wajib menjamin terhadap
pihak ketiga untuk tidak mengalami kerugian, sehingga ada unsur risiko.
Yang menurut doktrin tanggung jawab orang tua/ wali, terhadap perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah
pengawasannya didasarkan pada teori risiko. Berkaitan pertimbangan
hakim mengenai Batasan umur dewasa anak yang masih memakai ketentuan
Pasal 330 KUH Perdata, Dengan diterbitkannya Surat Edaran No 7 tahun
2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, Sub
Kamar Perdata Umum Poin XI yang bertujuan untuk adanya keseragaman
dalam penentuan batasan umur dewasa anak maka memang disepakati
bahwa batasan umur dewasa untuk anak melakukan perbuatan hukum
adalah 18 tahun/sudah kawin dengan berpedoman pada sebagian besar
pengaturan hukum positif Indonesia. Sehingga Hakim seharusnya
memperhatikan asas — asas hukum yang berlaku, dikarenakan adanya
keberagaman pengaturan umur dewasa anak maka Hakim haruslah melihat
asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang merupkana asas yang
digunakan untuk menangani terjadinya ketidaklarasan Undang-Undang
yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan Undang-
Undang yang lebih sempit substansi pengaturannya untuk adanya kepastian
hukum dalam praktek di Pengadilan. Hal tersebut yang menjadikan bahwa



berkaitan dengan kasus yang diteliti seharusnya Hakim harus melihat
peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dalam menentukan
Batasan umur anak yang ditangani dalam kasus kecelekaan ini yaitu
berdasar pada Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat lzin
Mengemudi yang menganggap bahwa 17 tahun sudah dianggap cakap
berkendara dengan kata lain sudah cakap untuk berbuat hukum.

. Dalam prakteknya, untuk ganti kerugian immateriil tidak ada pedoman
khusus untuk Hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian yang
diderita korban. Hal tersebut membuat pelaksanaannya haruslah melihat
dari  kasus demi kasus dalam pemeriksaan perkara dengan
mempertimbangkan bukti yang ada. Apabila melihat dari kasus putusan 863
K/ Pdt/2013, hakim dalam menentukan besaran penuntutan yang
disebabkan oleh kerugian immaterial, harus mempertimbangkan beberapa
aspek, yang dimana penggantian kerugian immateriil tersebut tidak hanya
melihat dari sisi korban saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari sisi
tergugat dengan memperhatikan kedudukan serta keadaan tergugat, Hakim
dalam menentukan besaran ganti kerugian haruslah mempertimbangkan
aspek kelayakan dan kepatutan dari kedua belah pihak.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat orang tua
terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dan pertimbangan hakim
terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum anak terhadap orang tua
berdasarkan putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Hakim menentukan
perbuatan melawan hukum anak berdasarkan Pasal 1365 ayat (2) KUH Perdata,
dimana tanggung gugat dibebankan pada orang tua dengan alasan adanya tanggung
jawab khusus berdasarkan teori risiko, bertujuan untuk adanya rasa keadilan bagi
Penggugat. Selain itu mengenai batasan umur dewasa anak yang kontradiktif
dengan sebagian besar hukum positif di Indonesia membuktikan bahwa tidak
adanya pedoman sebagai kepastian hukum untuk batasan umur dewasa berdasarkan
umur, membuat praktek di Pengadilan menentukan hal tersebut dengan persepsi
yang berbeda berdasar kasus seperti yang dinyatakan PERMA No. 4 tahun 2016
yang menyebutkan bahwa penentuan umur dewasa adalah kasuistis. Kedua,
putusan Hakim terhadap ganti kerugian imateriil, mempunyai disparitas dalam
pertimbangannya. Disparitas tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan
masih tidak adanya pedoman khusus bagi Hakim untuk menentukan besaran pada
ganti kerugian immateriil. selain itu juga dalam menentukan penggantian kerugian
Hakim juga haruslah mempertimbangkan aspek dari kedudukan serta kelayakan
dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan juga upaya damai dari pihak
Tergugat dalam menentukan besaran ganti kerugian yang diderita Penggugat.

Kata kunci (keyword): perbuatan melawan hukum, tanggung gugat, anak

dibawah umur, ganti kerugian immaterial
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